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PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 13 TAHUN 2018 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG 

DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan 

hibah langsung di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 

b. bahwa sehubungan adanya perubahan peraturan 

perundang-undangan mengenai pengelolaan hibah 

langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 

penyesuaian dan penyempurnaan pengaturan mengenai 

pengelolaan hibah langsung di lingkungan Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Pedoman 

Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia; 
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Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan 

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Kementerian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

322); 

2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit 

Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non- 

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 

tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden 

Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan 

Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Kementerian 

(Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2013 

Nomor 11); 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2011 

tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas 

Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 853), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

180/PMK.08/2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 tentang Tata 

Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah 

Kepada Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 1122); 

4. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
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2072); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 

tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 

tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup 

Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DI 

LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA. 

   

Pasal 1 

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 

1. Hibah Pemerintah yang selanjutnya disebut Hibah adalah 

setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa 

yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan/atau surat 

berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak 

perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri 

atau luar negeri. 

2. Hibah Langsung adalah Hibah yang penarikan dananya 

tidak melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

dan pengesahannya dilakukan oleh Bendahara Umum 

Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 

3. Pendapatan Hibah Langsung adalah Hibah Langsung 

yang diterima oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

yang diperoleh dari pemberi hibah, tidak perlu dibayar 

kembali, berasal dari dalam negeri atau luar negeri, 

digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia. 

4. Nomor Register Hibah Langsung adalah nomor unique 

yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan 

Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, 

Akuntansi, dan Setelmen Kementerian Keuangan dalam 

rangka membedakan satu hibah dengan hibah yang 
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lainnya. 

5. Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk 

Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disingkat 

MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain 

yang ditunjuk untuk mencatat/membukukan 

Pendapatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa/surat 

berharga dan belanja barang untuk pencatatan 

persediaan dari Hibah/belanja modal untuk pencatatan 

aset tetap/aset lainnya dari Hibah/pengeluaran 

pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari 

Hibah. 

6. Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk 

Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disebut 

Persetujuan MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan 

oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku 

Kuasa Bendahara Umum Negara/Daerah sebagai 

persetujuan untuk mencatat pendapatan Hibah 

Langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dan 

belanja barang untuk pencatatan persediaan dari 

Hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset 

lainnya dari Hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk 

pencatatan surat berharga dari Hibah. 

7. Berita Acara Serah Terima atau Berita Acara Penyerahan 

Hibah Langsung adalah dokumen serah terima 

barang/jasa sebagai bukti penyerahan dan peralihan 

hak/kepemilikan atas barang/jasa/surat berharga dari 

pemberi Hibah kepada penerima Hibah. 

8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 

disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran 

yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran yang disahkan oleh Direktur Jenderal 

Anggaran atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan 

selaku Bendahara Umum Negara. 

9. Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung adalah 

rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang 
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dibuka oleh satuan kerja lingkup kementerian/lembaga 

untuk pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang. 

10. Rekening Penyaluran Dana Hibah Langsung adalah 

rekening lainnya dalam giro pemerintah yang digunakan 

untuk menyalurkan dana Hibah yang berasal dari 

Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung. 

11. Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya 

disingkat SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa 

Bendahara Umum Negara untuk mengesahkan 

Pendapatan Hibah Langsung dan/atau belanja yang 

bersumber dari Hibah Langsung. 

12. Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah 

Langsung yang selanjutnya disingkat SP3HL adalah surat 

yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk 

mengesahkan pengembalian Hibah Langsung kepada 

pemberi hibah. 

13. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung yang 

selanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yang 

diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk 

mengesahkan pembukuan Hibah Langsung dan/atau 

belanja yang bersumber dari Hibah Langsung. 

14. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan 

Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP4HL 

adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain 

yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan 

pengembalian saldo Pendapatan Hibah Langsung kepada 

pemberi hibah. 

15. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung 

Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya 

disingkat SP3HL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau 

pejabat lain yang ditunjuk untuk diajukan pengesahan 

pendapatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa/surat 
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